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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan mengenai Efektivitas
Penegakan Hukum Bagian Ketujuh Tertib Asusila Peraturan Daerah Kota Pariaman
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam perspektif
siyasah dusturiyah maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas implementasi penertiban perilaku asusila di Kota Pariaman
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 secara
normatif telah berjalan, namun secara empiris belum optimal. Dari aspek
penegakan hukum, Satpol PP telah berupaya melaksanakan fungsi preventif
dan represif melalui sosialisasi, patroli rutin, razia, serta pemberian sanksi
administratif sesuai kewenangan. Namun demikian, efektivitas tersebut masih
bersifat insidental dan bergantung pada kehadiran aparat di lapangan.
Kepatuhan masyarakat cenderung reaktif terhadap razia, bukan lahir dari
kesadaran hukum yang berkelanjutan. Dari aspek sarana pendukung,
meskipun regulasi telah memberikan legitimasi dan membuka ruang kerja
sama seperti, membentuk tim razia gabungan dan partisipasi masyarakat,

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam penertiban
perilaku asusila di Kota Pariaman. Pertama, faktor substansi hukum
menunjukkan adanya kelemahan normatif dalam Bagian Ketujuh Perda
Nomor 10 Tahun 2018. Rumusan norma yang bersifat umum dan multitafsir,
disharmonisasi dengan Perda lain, menimbulkan ketidakpastian dalam
implementasi. Secara rasionalitas normatif, kondisi ini menunjukkan
lemahnya konsistensi dan harmonisasi sistem hukum peraturan daerah.
Kedua, faktor penegak hukum memperlihatkan adanya komitmen dan
kepatuhan prosedural aparat dalam menjalankan tugas. Namun secara

empiris masih terdapat Kketerbatasan kapasitas intelektual dan
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profesionalisme, terutama dalam mengkategorisasikan objek pelanggaran
yang sensitif dan kompleks, serta keterbatasan PPNS menjadi hambatan
dalam efektivitas penertiban. Ketiga, faktor sarana dan prasarana menjadi
hambatan signifikan. Keterbatasan personel, minimnya fasilitas operasional,
serta belum tersedianya tempat pembinaan bagi seluruh kategori pelanggar
menyebabkan penertiban belum merata dan tidak berkelanjutan. Keempat,
faktor masyarakat menunjukkan bahwa kesadaran hukum masih berada pada
tingkat formal. Masyarakat patuh ketika berhadapan dengan aparat, tetapi
belum memahami secara substantif isi dan tujuan Perda. Kepatuhan lebih
didorong oleh rasa takut terhadap sanksi. Kelima, faktor kebudayaan
memperlihatkan bahwa nilai adat dan agama masyarakat Kota Pariaman pada
dasarnya mendukung penertiban perilaku asusila. Namun nilai tersebut
belum sepenuhnya tertransformasi menjadi budaya hukum yang hidup (living
law), sehingga Perda belum menjadi norma sosial yang terinternalisasi secara
kolektif.

. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penegakan hukum harus berorientasi
pada prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan (‘adl), kepastian hukum (al-
qanun), serta perlindungan terhadap ketertiban umum (hifz al-nizam). Oleh
karena itu, strategi optimalisasi penegakan Bagian Ketujuh Perda Nomor 10
Tahun 2018 memerlukan pendekatan struktural dan substantif. Pertama,
diperlukan rekonstruksi substansi norma melalui revisi atau harmonisasi
Perda agar rumusan perilaku asusila lebih operasional, tidak multitafsir, dan
selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta kewenangan
penegak hukum. Hal ini penting untuk menjamin rasionalitas legislasi dan
kepastian hukum. Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP melalui
peningkatan kualitas rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan hukum dan
pendekatan sosial, serta penguatan kewenangan koordinatif dengan aparat
penegak hukum lain.. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana operasional,

termasuk penambahan personel, serta menyediakan fasilitas pembinaan yang



setara bagi seluruh pelanggar, agar penegakan tidak berhenti pada sanksi
administratif semata, tetapi juga pada pembinaan. Keempat, transformasi
pendekatan penegakan dari dominasi represif menuju penguatan preventif
melalui sosialisasi, pelibatan tokoh adat dan agama, serta integrasi nilai lokal
dalam strategi kesadaran hukum. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, negara
tidak hanya bertugas menghukum, tetapi juga membimbing masyarakat
sehingga tujuan menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan umum dapat

tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

5.1 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan ada beberapa saran atau
masukan sebagai sumbangan pemikiran, yaitu :

1. Pemerintah Daerah Kota Pariaman perlu melakukan evaluasi dan
penyempurnaan terhadap Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018,
khususnya Bagian Ketujuh, sebagai bentuk tanggung jawab amanah kekuasaan
(al-amanah) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyempurnaan
tersebut perlu diarahkan pada kejelasan dan ketegasan rumusan norma agar
tidak bersifat multitafsi, penegasan Kklasifikasi perbuatan dan objek
penertiban, serta harmonisasi dengan peraturan daerah lain yang relevan.
Selain itu, Pemerintah Daerah perlu menyusun pedoman teknis pelaksanaan
yang ‘operasional sebagai instrumen tanzim al-umur agar Perda dapat
dilaksanakan secara konsisten, adil, dan terukur Penguatan dukungan
anggaran, sarana dan prasarana, serta formasi dan kewenangan aparat Satpol
PP juga menjadi prasyarat strategis untuk mewujudkan kemaslahatan umum
(maslahah ‘ammah) sebagaimana tujuan siyasah dustriyah.

2. Satuan Polisi Pamong Kota Pariaman disarankan untuk mengoptimalkan
peran aparat penegak Perda melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan penguatan pendekatan penegakan hukum yang berorientasi

pada pembinaan moral publik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia



(SDM) perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup
pemahaman konseptual mengenai perilaku asusila, teknik pembuktian, batas
kewenangan Satpol PP. Selain itu, Satpol PP perlu memperkuat koordinasi
lintas instansi serta mengembangkan strategi penertiban yang tidak hanya
represif, tetapi juga bisa mengedukasi dan persuasif sebagai bentuk dari
implementasi ta’dib dan islah dalam siyasah dusturiyah, sehingga kepatuhan
hukum masyarakat dapat terbentuk secara berkelanjutan.

. Masyarakat Kota Pariaman diharapkan meningkatkan partisipasi aktif dalam
mendukung optimalisasi penegakan Perda sebagai wujud tanggungjawab
sosial (al-mas’uliyyah  al-ijtima‘iyyah) dalam menjaga ketertiban dan
kesusilaan umum. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui kepatuhan
terhadap ketentuan Perda, pelaporan yang bertanggung jawab, serta
keterlibatan aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pengawasan sosial. Nilai adat
dan agama yang hidup dalam masyarakat perlu terus diintegrasikan dengan
pemahaman hukum yang rasional agar norma Perda dapat berfungsi
sebagai living law. Dengan demikian, budaya hukum yang dibuat tidak hanya
mencegah perilaku asusila, tetapi juga menjunjung prinsip keadilan,
proporsionalitas, penghormatan terhadap hak warga negara, serta tujuan
pembinaan moral publik sebagaimana dikehendaki dalam prinsip siyasah

dusturiyah.
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